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ABSTRAK 

 

Muhammad Abdul Majid, 201410115132, Skripsi, Kekuatan Hukum Putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 

177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017). 2018. 

 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan 

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Dalam 

penelitian ini mengenai kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

dalam Undang –Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  terdapat 

ketentuan mengenai putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final 

dan mengikat artinya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun terdapat juga 

ketentuan mengenai upaya hukum putusannya. Sehingga arti final yang seharusnya 

tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan atas 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjadi tidak berlaku. Ada beberapa 

masalah yang muncul antara lain bagaimana kekuatan putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan 

pertimbangan hakim dalam putusan 177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017. Penelitian ini 

menggunakan Metode yuridis normatif (kepustakaan) sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder, yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum bagi 

konsumen. Berdasarkan analisis hukum ditarik kesimpulan bahwa, kekuatan hukum 

putusan yang diberikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa, belum sepenuhnya mampu untuk melindungi 

konsumen, dikarenakan ketentuan yang mengatur mengenai  Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen, beberapa dari substansi ketentuan tersebut saling bertentangan 

sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Pemerintah lembaga legislatif agar 

merevisi Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kekuatan Hukum, Konsumen 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Abdul Majid, 201410115132, Thesis, Legal Strength of the Decision of 

the Consumer Dispute Settlement Body in the Perspective of Law Number 8 of 1999 

concerning Consumer Protection (Case Study of the Supreme Court Decision Number 

177PK / Pdt.Sus-BPSK / 2017). 2018. 

 

The Consumer Dispute Settlement Agency is the body in charge of handling and 

resolving disputes between business actors and consumers outside the court. In this 

study concerning the power of the decision of the Consumer Dispute Settlement Body 

in Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection there is a provision concerning 

the decision of the Consumer Dispute Settlement Body to be final and binding meaning 

to have a permanent legal force, but there are also provisions concerning the legal 

remedies of the decision. So that the final meaning that no legal remedies should be 

made by the party that objected to the decision of the Consumer Dispute Settlement 

Board is invalid. There are several problems that arise, among others, how the power 

of the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency in ensuring legal protection 

for consumers and the judge's consideration in the decision of 177PK/Pdt.Sus-

BPSK/2017. This study uses normative juridical method (literature) the data source 

used is secondary data, which aims to determine the legal power of the decision of the 

Consumer Dispute Settlement Agency in ensuring legal protection for consumers. 

Based on the legal analysis, it can be concluded that the legal power of the decision 

given to the Consumer Dispute Settlement Agency as an alternative to dispute 

resolution has not been fully able to protect consumers, due to the provisions governing 

the Consumer Dispute Settlement Agency, some of the substance of the provisions are 

contradictory resulting in uncertainty law. The legislative government must revise Law 

No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. 

 

Keywords: Consumer Dispute Settlement Agency, Consumers, Legal Strength. 
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